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MAKNA ASAS KEPENTINGAN (INSURABLE INTEREST) DALAM
PERJANJIAN ASURANSI
Kata Kunci: Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest), Perjanjian Asuransi

Fitria Dewi Navisa, Abdul Rokhim Moh. Muhibbin
ABSTRAK

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak
yang harus ada pada tertanggung. Kepentingan tertanggung dalam perjanjian
asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka
mengakibatkan asuransi itu batal. Problematika yuridis dalam penelitian ini
adalah belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang
No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian (kekosongan norma), sehingga tidak
terdapat standarisasi tentang asas kepentingan beserta karakteristiknya.

Jenis penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, menggunakan 4 (empat
pendekatan), yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach),
dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Bagian penting dalam memaknai hubungan antara makna asas
kepentingan (insurable interest) dalam perjanjian asuransi sebagai tujuan hukum:
Keadilan memiliki hubungan erat dengan asas kepentingan (insurable interest);
Keadilan erat dengan equity dan etika. Prinsip perlakuan yang objektif, rasional,
dan dipertanggungjawbakan secara moral; Asas kepentingan (insurable interest)
merupakan salah satu indikator keadilan, berupa kesetaraan kedudukan dan hak,
larangan mendominasi pilihan dan kemanfaatan kesempatan; Keadilan mencakup
kepentingan keadilan antar individu dan keadilan sosial, dan di antara
keduanyapun harus terdapat kepentingan. Dikaitkan dengan konteks perjanjian
asuransi, asas kepentingan (insurable interest) sebagai bagian dari keadilan
individu dan keadilan sosial. Asas kepentingan adalah tidak mengabaikan hak
yang seharusnya menjadi tertanggung. Mempertahankan kepentingan
tertanggung tanpa mengabaikan kepentingan pemilik asli objek yang
diasuransikan. Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai
kepentingan berdasar keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar
keuntungan penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak
yang seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.
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PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas
ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan,
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.!

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan
harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur
pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang
ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar. Untuk menjamin
keberhasilan dan keselarasan dalam bidang ekonomi diperlukan kesungguhan
dalam berinvestasi yang diikuti dengan bidang perasuransian di Indonesia.

Perasuransian di Indonesia berbanding lurus dengan pendapatan perkapita
di Indonesia, maksudnya adalah semakin tinggi pendapatan dan harta yang
dimiliki semakin besar risiko kehilangan yang dapat menimpanya, oleh karena itu
semakin tinggi pendapatan, risiko kehilangan akan semakin besar maka
dibutuhkan perlindungan dari ancaman risiko tersebut yakni melalui asuransi.
Kemampuan ekonomi meningkat maka kemampuan masyarakat untuk membayar
premi asuransi juga meningkat, bahkan sekarang banyak berkembang perusahaan
asuransi di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung memisahkan sebagian

penghasilannya untuk disimpan di Bank dari pada dipergunakan untuk asuransi.

! Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945



UNISMA

REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

Kita harus mengakui, meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi,
namun masih banyak orang awam terhadap apa itu asuransi serta peraturan
perundang-undangan tentang asuransi. Masyarakat masih sering merasakan bahwa
asuransi tak melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya, meskipun
kesan itu tidak semuanya benar. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini,
perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang luas, karena
perusahaan asuransi mempunyai jangkauan uang menyangkut kepentingan-
kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu ia juga dapat
menjangkau baik kepentingan individu, maupun kepentingan masyarakat luas,
baik risiko individual maupun risiko kolektif.?

Salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan dalam
pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan adalah lembaga
asuransi. Lembaga Asuransi sangat membantu dalam menanggung berbagai risiko
yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan, kebutuhan
akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan juga oleh dunia usaha mengingat di
satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat
menganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Perusahaan Asuransi sebagai
perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada
sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat
kepada investasi yang produktif.®> Secara tidak langsung asuransi atau lembaga

asuransi adalah lembaga peralihan risiko.* Setiap keputusan yang diambil manusia

2 Sri Redjeki Hartono, 1999, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta:
Sinar Grafika, HIm 5.

% 1bid., HIm 8.

4 Ibid., HIm 50.
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dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah
kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin
terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan
terjadi. Risiko dapat diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (uncertainty
of financial loss) di dalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan
kerugian. Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara
kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya
ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan
oleh pihak ketiga. Besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang
mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan
kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi.
Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada
perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung
pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Premi adalah kewajiban tertanggung
sebagai konsekuensi dari adanya pertanggungan oleh penanggung.® Manfaat
peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).® Setiap asuransi
pasti ada manfaat, dan secara umum manfaat dari berasuransi adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang

diderita satu pihak.

5 Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta:
Djambatan, HIm 57.

¢ Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti, HIm 118.



2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang

memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
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3. Transfer Risiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang
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atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta
bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi’

4. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang
jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian
yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.

5. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan
jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.

6. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk
asuransi jiwa unit link.

7. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha.®

Dalam sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian
(perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung,
penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang
dipertanggungkan kepada tertanggung.® Begitu beragam pengertian mengenai
asuransi, yang pada pokoknya adalah menyangkut mengenai pengalihan dan atau

manajemen risiko. Dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang

T Http://www.media -asuransi.com/ manaje men-resiko/8-tujuan-ber-asurans i.html (dia
kses pada 23 Februari 2020

8 Sri Redjeki Hartono, Op Cit., HIm 69.

® Ibid, HIm 2.
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Perasuransian mendefinisikan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan
premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan pengantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana.?

Bahwa dilihat dari definisi asuransi tersebut di atas, maka dapat ditarik
sebuah benang merah tentang adanya hubungan hukum yang berbentuk hubungan
perjanjian antara pihak penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan
asuransi dengan pihak tertanggung atau nasabah asuransi. Dengan adanya
hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tersebut maka harus ada kepentingan
atas objek asuransi yang diasuransikan. Namun kepentingan tersebut maknanya
tidak tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan
suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas
hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu mengenai risiko

ini ada yang bersifat ekonomis, seperti terbakarnya rumah, hilangnya dana

10 |ihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
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investasi, dan lain-lain. Ada juga yang bersifat non ekonomis, seperti kematian,
kecelakaan, dan lain-lain.

Pada dasarnya risiko terdapat 2 jenis, yakni risiko yang dapat diprediksi
(expected risk) dan risiko yang tidak diprediksi (unexpected risk).!! Risiko yang
dapat diprediksi (expected risk) merupakan risiko internal, misalnya: manajemen,
keterlambatan pembayaran, pertambahan biaya, cash flow, potensi kehilangan atas
manfaat dan keuntungan teknik (dapat dikontrol) misalnya: perubahan teknologi,
risiko-risiko spesifikasi atas teknologi, desain, hukum (timbulnya kesulitan dari
luar misalnya akibat dari: lisensi, hak paten, gugatan dari luar, gugatan dari dalam,
dan hal-hal tak terduga). Risiko yang tidak dapat diprediksi (unexpected risk)
merupakan risiko eksternal, misalnya: risiko negara, risiko pasar, operasional,
pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, perubahan mata uang, inflasi, pajak, dsb.

Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi 3 bagian:?
risiko perorangan atau pribadi (personal risk), risiko harta kekayaan (propery
risk), dan risiko tanggung jawab (liablility risk). Risiko perorangan atau pribadi
berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari seseorang. Kematian
merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan
terjadinya seseorang itu tidak dapat dipastikan. Seseorang juga pada suatu waktu
dapat tidak mampu lagi bekerja, misalnya karena kecelakaan, sakit atau sudah tua,
sehingga merupakan risiko perorangan juga. Oleh sebab itu risiko perorangan ini
dapat mengenai jiwa atau kesehatan seseorang. Risiko harta kekayaan dapat

terjadi karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Harta

11 Dr. Siti Hamidah, SH, MH (penjelasannya dalam Sidang Komisi Proposal Disertasi
Peneliti yang diselenggarakan tanggal 22 Februari 2018)
12 Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.
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kekayaan itu ada yang secara langsung ditimpa kerugian, seperti rumah terbakar.
Sedangkan harta kekayaan yang tidak secara langsung ditimpa kerugian dalam hal
ini, misalnya keuntungan yang menjadi lenyap ataupun hilang. Oleh karena itu
semua kerugian atau kehilangan atas harta kekayaan yang sewaktu-waktu
mungkin timbul oleh suatu peristiwa adalah menjadi risiko yang mengenai barang
tersebut dinamakan risiko harta kekayaan. Tanggung jawab seseorang juga dapat
menjadi risiko. Hal ini berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga
sebagai akibat perbuatan orang tersebut. Kerugian ini dapat menimpa orang dan
barang orang lain. Misalnya bank tidak dapat mengembalikan uang deposan pada
tanggal jatuh tempo berarti bank itu bertanggung jawab atas kerugian deposan
tersebut. Mungkin juga seseorang pengendara mobil menimbulkan kecelakaan
pada pihak lain sehingga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi
suatu risiko yaitu:** menghindari (avoidance), mencegah (prevention),
memperalihkan (transfer), dan menerima (assumption or retention). Usaha untuk
mengatasi  risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah
memperalihkan risiko. Memperalihkan risiko berarti risiko yang akan dihadapi
atau yang menjadi tanggung jawabnya itu meminta pihak lain untuk
menerimanya. Pihak lain yang menerima peralihan risiko dapat menerima
sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi memperalihkan risiko itu sebagian,
maka yang terjadi itu adalah pembagian risiko, sedangkan apabila yang terjadi

peralihan risiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.

13 1bid, HIm 2.



Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus
memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memperalihkan risiko. Hal

ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan

REPOSITORY

tujuan untuk memperalinkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan
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dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi
adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.

Asuransi juga dapat dikatakan sebagai alat pembangunan. Hal ini seperti
diamanatkan dalam TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara pada arah dan kebijaksanaan pembangunan umum di bidang
ekonomi dunia usaha nasional bagian ¢, mengatakan bahwa:

“Dalam rangka mengembangkan dunia usaha nasional agar makin

mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam mendukung

pembangunan nasional menciptakan struktur ekonomi yang lebih
kokoh, terus didorong perkembangan kegiatan yang saling mengisi
secara efisien antar sektor usaha seperti pertanian, industri
pertambangan, perhubungan, konstruksi, konsultasi, perdagangan,
perbankan dan asuransi mulai dari kegiatan yang paling hulu sampai
dengan yang paling hilir.”
Sebagai realisasi dari adanya amanat di atas, maka pada tanggal 20
Desember 1988 pemerintah mengeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi
diberikan peluang-peluang dalam meningkatkan usahanya. Peluang-peluang itu

antara lain pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran,
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pemasaran polis-polis asuransi sesuai dengan kebutuhan, pembukaan kantor-
kantor cabang baru sampai ke daerah-daerah.

Deregulasi 20 Desember tersebut merupakan kelanjutan dari deregulasi di
bidang moneter. Keuangan dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988. Dengan
2 deregulasi dalam bidang lembaga keuangan. Ini diharapkan dapat memupuk dan
mengerahkan dana masyarakat. Selanjutnya dana ini juga dapat meningkatkan
produksi dalam negeri, penyerapan tenaga kerja dan ekspor non migas.

Secara yuridis, mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan
dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin
banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan
oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib.
Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya
mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka
meningkatkan, juga mecapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu
tugasnya.

Dalam asuransi terdapat objek asuransi yang berupa kepentingan yang
melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak.
Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan
pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh
penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Dalam perjanjian asuransi

terkait pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi
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pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang denga beratnya risiko yang
dialihkan meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu
seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (chance agreement) para pihak
sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada
prestasi yang seimbang, misalnya: perjudian dan pertaruhan.

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak
yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancamannya
adalah asuransi itu batal (void). Dalam perjanjian untung-untungan, unsur
kepentingan itu tidak ada. Dalam Pasal 250 KUHD ditentukan: “apabila seseorang
mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada
saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak
mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak
berkewajiban mengganti kerugian”. Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan
tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan
itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal.

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan
dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan,
dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan
dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian
asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat
perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek
asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta

kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, di mana letaknya, apa mereknya,

10
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buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas
nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan
sebagainya. Karena yang mengasuransikan objek itu adaah tertanggung, maka dia
harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi
itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta
kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan
tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek
asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai
pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Apabila tertanggung
tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bahwa tertanggung
tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan asuransi batal
(null and void). Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui
orang yang mengadakan asuransi, tetapi tidak mempunyai kepentingan (interest).
Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan
langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa
asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian, maka asuransi itu dianggap tidak ada.
Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan
adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dialarang
diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut.
Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (object
of insurance). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai

ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu
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berwujud misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu
diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan benda
asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan (interest
theory) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori
kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud,
karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.
Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan (interest).
Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan
mengikuti ke mana saja benda asuransi itu berada. Kepentingan itu harus sudah
ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada
saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (evenemen). Dengan demikian,
jika asas kepentingan ini tidak terdapat standarisasi dan karakteristik tentang
makna, maka hal inilah yang menjadi problematika teoritis dalam penelitian tesis
ini.

Secara yuridis, mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan
dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin
banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan
oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib.
Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya

mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka

12



REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=
=
=
©
wid
o
o
=
©
T
©

meningkatkan, juga mecapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu
tugasnya.

Problematika yuridisnya adalah belum adanya penjelasan terkait asas
kepentingan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
(kekosongan norma), sehingga tidak terdapat standarisasi tentang asas
kepentingan beserta karakteristiknya. Di negara-negara maju asuransi mendapat
tempat utama bahkan kemajuan negara itu didorong dan seiring dengan kemajuan
asuransinya. Asuransi merupakan jaminan, payung kemajuan dan kehidupan.

Problematika filsafati dalam penelitian ini yakni keberadaan asuransi akan
menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak diberikan tentang penjelasan
asas kepentingan dalam undang-undang asuransi, maka berimplikasi terhadap
tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu peneliti
mengambil objek penelitian dengan judul “Makna Asas Kepentingan (Insurable
Interest) Dalam Perjanjian Asuransi”.

1. 2. Rumusan Masalah
1) Apa makna asas kepentingan (insurable interest) dalam perjanjian
asuransi?
2) Bagaimana karakteristik asas kepentingan (insurable interest) dalam
perjanjian asuransi?
1. 3. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan makna asas

kepentingan dalam perjanjian asuransi;
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2) Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan karakteristik asas
kepentingan dalam perjanjian asuransi.

1. 4. Manfaat Penelitian
1) Secara Teoritis
Manfaat penelitian ini adalah sebagai kontribusi pemikiran pengembangan bidang
ilmu hukum pada umumnya dan hukum asuransi khususnya mengenai makna asas
kepentingan dalam perjanjian asuransi.
2) Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan rujukan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai
asuransi.

2. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dengan
adanya pengetahuan tentang makna asas kepentingan dalam perjanjian
asuransi.

1. 5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran menunjukkan bahwa penelitian sebagaimana
judul tesis ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kendati
demikian, berikut akan dikemukakan beberapa studi atau hasil penelitian yang

masih ada relevansi dengan penelitian ini antara lain:

Tesis Judul Perbedaan Persamaan

1) Penerapan Pada tesis peneliti, | Sama-sama meneliti

Nur Asas Itikad mengkaji tentang terkait asas dalam
14
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Arifah/2018/ | Baik Yang makna yaitu makna | asuransi
Universitas Sempurna asas kepentingan
Islam Dalam yang berkaitan erat
Indonesia Perjanjian dengan perjanjian
Asuransi asuransi.
Kesehatan Selain itu, tesis
(Studi Kasus | peneliti bersifat
PT. Asuransi | yuridis normatif.
Allianz Life
Indonesia)
2) Implikasi Pada tesis peneliti, | Sama-sama  membahas
Dhian Indah | Good mengkaji terkait terkait asuransi
Astanti/2007/ | Corporate asas kepentingan
Universitas Governance | yang murni ada
Diponegoro | Bagi dalam Hukum
Semarang Perusahaan Perdata, sedangkan
Asuransi good corporate

governance juga
terdapat dalam
Hukum
Administrasi
Negara.

Selain itu, tesis
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peneliti bersifat

yuridis normatif.
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Sumber: tesis yang tidak diterbitkan

1. 6. Desain Penelitian
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Desain Penelitian tentang Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest)

Dalam Perjanjian Asuransi:
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Judul :

Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi

!
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g
=
<
=
E Latar Belakang Problematika Filsafati: Problematika Teoritis:
n
b | . o Berdasarkan teori tujuan
) Deng.an tidak dlberlkan makna hukum, hukum harus
2 Problematika Yuridis: terkait asas kepentingan, maka bertujuan menjamin adanya
7 Belum adanya penjelasan hakikat dari asas kepentingan kte_gasl,(tiag hukum. _Dlengan
o ; : belum tercapai (ontologi). idak adanya penjelasan
g terkait asas kepentingan _ terkait asas kepentingan,
= dalam Undang-Undang No. Tidak ada proses/cara un_tuk maka tidak ada kepastian
=) 14 Tahun 2014 tentang | menemukan asas kepentingan | hukum, oleh karenanya dapat
Perasuransian (kekosongan dalz_alm perjanjian asuransi dikatakan 'gldak tercapainya
. . (epistemologi). keadilan hukum
norma), sehingga tidak ] o
terdapat standarisasi tentang Dengan tidak diberikan
asas kepentingan beserta standarisasi dan karakteristik
Karakteristik D tentang asas kepentingan, maka
araxteristiknya. bengan berimplikasi terhadap tidak
demikian terjadi kekosongan adanya kepastian hukum dalam
norma hukum tentang makna memaknai asas
asas kepentingan (insurable kepentingan(ontologi).
interest)
\ 4
Rumusan 1) Apa makna asas kepentingan (Insurable Interest) dalam perjanjian asuransi?
Masalah 2) Bagaimana karakteristik asas kepentingan dalam perjanjian asuransi?
4 Teori Keadilan Agg’}tg;%h
Kajian
Pustaka
Teori Tawar Menawar dan
l Permintaan Conseptual
Approach
Kerangka
Teoritis Teori Asuransi
Case
* Approach
Metode
Penelitian Comparative
Approach
v Kesimpulan
Hasil dan Analisis
Rekomendasi

17

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©




REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

1. 7. Sistematika Penulisan
Tesis ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab
untuk memperjelas dan mempermudah ruang lingkup dan cakupan yang sedang
diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok-pokok
pembahasannya adalah sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menguraikan adanya fakta
hukum sebagai alasan dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il : KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL
Pada bab ini berisi beberapa teori yang digunakan yaitu teori keadilan,
teori perjanjian, dan teori asuransi, sedangkan konsep-konsep yang
diperlukan adalah konsep hukum asuransi, dan konsep perjanjian. Dalam
bab ini juga dibahas terkait definisi konseptual.
BAB Il : METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi metode penelitian, yakni jenis penelitian, pendekatan
penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum,
analisis bahan hukum.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini disajikan berupa gambaran hasil penelitian yang berupa
mengenai (1) Apa makna asas kepentingan dalam perjanjian asuransi, (2)

Bagaimana karakteristik asas kepentingan dalam perjanjian asuransi,
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dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori
asuransi sehingga menghasilkan jawaban mengenai kekosongan norma.

BAB V: PENUTUP

REPOSITORY

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan

University of Islam Malang

pembahasan dari permasalahan yang ada.
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BAB V
PENUTUP
1. 1. Kesimpulan

1. Makna asas kepentingan (insurable interest) dalam perjanjian asuransi adalah

REPOSITORY

manfaat bagi tertanggung dan penanggung dengan berlandaskan nilai-nilai
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keadilan yang berkepastian hukum, sesuai dengan KUHD, KUHPerdata, dan
UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketidakadilan dalam perjanjian
asuransi yang erat dengan keadilan individual yakni si tertanggung yang
bukan pemilik objek asuransi dilarang mengasuransikan objek yang dikuasai
karena dianggap bukan pemilik objek sehingga dinilai tidak memiliki
kepentingan terhadap objek asuransi. Pada konteks bisnis khususnya
perjanjian asuransi, pendekatan aliran utilitarianisme ini dapat menjelaskan
bahwa kebijakan dalam pedoman perjanjian asuransi yakni tentang asas
kepentingan (insurable interest). Keadilan bagi tertanggung apabila
tertanggung diperbolehkan untuk menanggungkan objek asuransi yang
dikuasainya meski bukan pemilik. Berdasar teori utilitarianisme klasik, asas
kepentingan (insurable interest) dapat dimaknai harus meminimalisir
tertanggung yang mendapat kerugian meski bukan pemilik asli objek yang
diasuransikan.

2. Menurut teori kepentingan (interest theory) pada benda asuransi melekat hak
subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus
ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu
berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat

asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang
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menimbulkan kerugian (evenemen). Bagi tertanggung yang memiliki benda
asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransinya. Peneliti
menyimpulkan karakteristik asas kepentingan dari berbagai negara:

a. Inggris

Berdasarkan ketentuan pasal 6 The Marine Insurance Act 1906 dapat dipahami
bahwa hukum asuransi di Inggris mengakui adanya kepentingan itu pada saat
timbulnya kerugian karena peristiwa (at the time of the loss). Jika tidak ada
kepentingan pada saat timbul kerugian karena peristiwa, tertanggung tidak
berhak mengklaim dengan cara apapun setelah timbul kerugian itu.

b. Amerika

Makna dari asas kepentingan dalam perjanjian asuransi di Amerika adalah
tertanggung dapat mengasuransikan objek yang dikuasai meski tanpa memiliki,
objek tersebut berpotensi rusak atau hancur yang mengakibatkan kerugian bagi
pemegang objek.

c. Skotlandia

Terdapat alasan asas kepentingan (insurable interest) dalam asuransi jiwa
terbentuk. Pertama, didasarkan pada hubungan spesifik. Jika hubungan itu
ada, tidak perlu bagi tertanggung untuk menunjukkan ketergantungan finansial
atau ekspektasi kerugian finansial. Kedua, didasarkan pada prospek kerugian
ekonomi, pemegang polis dapat mengasuransikan nyawa orang lain dengan
alasan bahwa mereka akan menderita kerugian finansial atas kematian orang
lain (atau terjadinya peristiwa yang diasuransikan lainnya seperti cidera atau

terkait nyawa tertanggung). Ketiga, mencakup kebijakan yang dirancang
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untuk mencakup berbagai kehidupan. Hukum Asuransi di skotlandia
mewajibkan untuk mengasuransikan orang tua, atau kakek, atau nenek tanpa
harus menunjukkan kemungkinan kerugian ekonomi yang wajar atas kematian
mereka. Dalam asuransi tersebut, terdapat perlindungan perawatan jangka
panjang dan mencakup biaya perawatan seumur hidup. Asas kepentingan pada
asuransi non jiwa terdapat beberapa persyaratan, yakni: kepentingan yang
dapat diasuransikan harus pada awal perjanjian. Jika tertanggung tidak
memiliki kepentingan (interest) yang dapat diasuransikan, maka polis itu
adalah batal. Jika tertanggung memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan
sejak awal dan kemudian kehilangan kepentingan tersebut, maka perjanjian
tersebut masih berlaku karena perusahaan asuransi menganggap hal tersebut
adalah hal yang wajar tertanggung mendapat keuntungan.

d. Kanada

Yurisprudensi di Kanada menjelaskan bahwa kepentingan mengacu pada
doktrin tentang ekspektasi factual dalam perjanjian asuransi. Doktrin ini
menyatakan bahwa kerugian uang faktual dipandang cukup dalam perjanjian
asuransi, terlepas dari hubungan kepemilikan dengan subjek. Doktrin ini
merupakan salah satu dasar untuk meletakkan konsep kepentingan yang dapat

diasuransikan.
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5. 2. Saran
1. Asas kepentingan seharusnya tidak mengabaikan hak yang seharusnya

menjadi tertanggung. Mempertahankan kepentingan tertanggung tanpa

REPOSITORY

mengabaikan kepentingan pemilik asli objek yang diasuransikan;

University of Islam Malang

2. Pada konteks perjanjian asuransi, maka dalam mencapai kepentingan berdasar
keadilan dan kemanfaatan tidak dapat hanya berdasar keuntungan
penanggung, melainkan kemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang

seharusnya bisa jadi tertanggung demi kesetaraan.
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